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Abstrak

Namuddin at-Tafi a-Hanbali (w. 716 H) seorang mujtahid dan mujaddid
kontroversial di mata ulama konvensional dan kontemporer yang berpikiran
konstruktif, enovatif, radikal, dan liberal yang berani membongkar kemapanan
hukum Islam, kebiasaan yang sudah melembaga (al-‘adah), dan membongkar
kemaslahatan dari cengkraman nas. Kontribus orisinalitas pemikiran metodologi
hukum Islam-nya adalah konsep maslahat, yang dalam praktik istinbat hukumnya
dikenal dengan “mendahulukan maslahat atas nas dan ijmak”. Teorinya ini dibangun
berdasarkan hadis Nabi “ladarar waladirar”, sekaligus ia jadikan sebagai kaidah
universal (al-gawa’id al-kulliyyah). Eksistens akal (ra’y) ia posisikan sebagai
landasan maslahat yang independen tanpa konfirmasi nas. Dan di era globalisasi
kehidupan modern saat ini, konsep maslahat dipandang relevan untuk menjadi
pijakan pengembangan pemikiran hukum Islam.

Kata Kunci: maslahat, kontroversi, pengembangan hukum Islam.

masl ahat dan
nasdanijmakdipandang kontradiks,

A. Pendahulun antara

Diskursus seputar konsep masl ahat

at-Tafi (w. 716 H) di kalangan para
ahli  metodologi  hukum  Islam
(usdliyyin)
kontemporer menjadi  problematika
menarik,  aktual, dan  bahkan
kontroversial sepanjang  sgarah

pemikiran hukum Idam. Karena

konvensiona dan

gagasan dan pemikiran at-Tafi yang
tereflekss dalam konsep supremasi
maslahatnya dipandang terlalu radikal
dan liberd yang semata-mata
didasarkan pada naar independen
(ra’y). Terlebih lagi at-Tafi daam
konteks istinbat al-ahkam, gpabila

maka didahulukan madlahat dari
keduanya (taqdim al-maslahah ‘ala
an-nustus wa al-ijma’) (Abdullah bin
‘Abd al-Muhsin at-Turki, 1974: 440).
Daam pandangannya, eksistens
maslahat dalam konteks dalil hukum,
ia menetapkan bahwa dari 19 dalil
hukum maka yang paling kuat adalah
nas dan ijmak, sepanjang sgdan dengan
madahat, dan bilatidak, maslahat harus
lebih didahulukan daripada nas dan
ijmak. Prioritas maslahat atas nas dan
ijmak ini dilakukan dengan cara
takhsisdanbayan terhadap pengertian



nas, atau Ijmak, buken dengan
membekukan  keduanya, sebagaimana
halnya mendahulukan sunnah atas al-
Qur’an dengan cara bayan(Mustafa
Zaid, t.t.: 117).
Pandangan at-Tafi tersebut
ternyata menggemparkan dunia
pemikiran hukum Islam ketika itu,
karena konstruksi pemikirannya ini
dinilai “nyeleneh” dan bersebrangan
dengan teori maslahat konvensional
yang sudah dianggap melembaga,
baku, dan mempunyal acuan teks yang
jelas. At-Tafi justru sebaliknya, ia
tampil beda dalam mengidentifikasi
eksistenss madlahat dalam garan
Islam. la  dengan liberdlitas
pemikirannya, cendrung mendasarkan
konstdas konsep madahat pada
superioritas akal pikiran manusia. Bagi
at-Tafi, visi aka lebih obyektif dalam
medahat

ketimbang antagonisme nas (teks

memposskan kriteria

garan) antara satu dengan yang
lainnya (Saifuddin Zuhri, 2009: 119).
Dengan pemikiran liberal dan konsep
supremas maslahattesebut  at-Tafi
pernah ditahan beberapa hari di dalam
penjara dengan dikenakan hukuman
ta’zir oleh penguasa a-Qadi Sa’addudin
al-Haris (Mustafa Zaid, t.t.: 74).
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Tanggapan dan penilaian para
ulama terhadap gagasan, pemikiran,
dan konsep maslahat at-Tufi di atas, di
antaranya Ibn Ragab (w. 795 H)
mengatakan bahwa dalam diri at-Tufi
terselip sebagai Hanbali, Syi’i, Rafidi,
Zahiri, dan Asy’ari(Mustafa Zaid, t.t.:
78). Dari potensi diri at-Tafi ini dinilai
bahwa pemikiran-pemikirannya
berbeda

konvensional pada umumnya yang

dengan paa ulama

telah terpaku dengan kemapanan
hukum Islam hasil ijtihad mereka
sebelumnya.

Pada tahun 1906, Magaah a-
Manar menerbitkan makalah at-Tufi
tentang konsep madsahat. Publikasi
pandangan a-Tafi ini  ternyata
mendapat reaks keras dari kalangan
ulama konservatif Mesir, di antaranya
Syekh a-Kausari. la mengatakan
bahwa di antara cara yang digunakan
untuk  mengubah syari’at sesuai
dengan hawa nafsunya adalah mereka
yang mengatakan bahwa prinsip
legidas (tasyri’) ddam bidang mu’amaat
dan yang lainnya dibangun di atas
kemad ahatan. Apabilaterjadi kontradiks
antara nas dan ijmakdengan maslahat,
maka nas dan ijmakdiabaikan dan
madahat-lah  yang
Sungguhbodoh orang yang mengatakan

dikedepankan.



demikian, maslahat telah dijadikan
dasar bagi “syari’at baru” mereka
(Mustafa Zaid, t.t.: 164).

Muhammad Abu Zahrah dalam
Jamal a-Banna  (1995: 62)
menanggapi pemikiran at-Tafi yang
dipandang terldu radikal, ia
melihatnya karena at-Tafi  lebih
dipengaruhi oleh pemikiran syi’ah
imamiyyah yang berkeyakinan bahwa
nas bisa dianulir. Karena itu,
pemikiran at-Tafi menj adi
kontroversia di kalangan umumnya
umat Islam, dan terutama di kalangan
ulama Hanbai. Sementara Abdul
Wahab Khallaf (1972 110) menila
bahwa pandangan at-Tafi maslahat
bisa menganulir nas dan ijmakitu
merupakan pendapat yang sangat
berbahaya bagi syari’at Allah, dan
tasyri’ secara umum. Dan mash
banyak lagi ulama kontemporer yang
menilai pemikiran at-Tafi antara pro
dan kontra disebabkan mengguncang
kemapanan yang telah melembaga dan
mengkristal di kalangan para ulama
konvensional.

Namun demikian, gagasan dan
pemikiran at-Tafi jika dilihat dari
perspektif pengembangan pemikiran
hukum Islam di era kehidupan modern

saat ini, ia telah menawarkan konsep
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maslahat sebagai sebuah pendekatan
agau ddil hukum vyang mampu
menjawabberbagal  kasus hukum Idam
kontemporer, seperti persoalan
pengarus-utamaan gender, hak-hak
sosia, budaya, politik, kebebasan
beragama, hak asasi manusia, dan lain-
lain. la  tidak
masl ahatsebagaimana yang ditawarkan
oleh Imam Malik (w. 179 H) bahwa
maslahat tidak bisa lepas dari nas,
tidak mungkin ada sebuah

kemaslahatan sementara nas yang ada

memposisikan

bertentangan dengannya (Jamal a-
Banna, 1995. 64). Tetapi, ia
memposisikan maslahat sebaga dalil
terkuat dan bahkan bisa menganulir nas
atau ijmakjika dipandang bertentangan
dengan madlahat. At-Tufi terlihat
dalam pemikirannya, bahwa
pensyari’atan setiap hukum Tuhan
tidak lan tuyuannya adalah untuk
kemadahatan manusia, oleh karena
demikian, ia memposisikan maslahat
sebagal tujuan, sedangkan nas dan
ijmakhanyalah sebagal sarana untuk
mencapai tujuan tersebut.

Bertolak dari gagasan dan
pemikiran at-Tofi tersebut di atas,
dapat ditegaskan bahwa yang menjadi
fokus masalah dalam tulisan ini
adalah, bagaimana sebenarnya konsep
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maslahat at-Tafi dalam konstalas
pemikiran metodologi hukum Islam,
dan bagaimana pula
mengkontekstualisasikan konsep
madahat at-Tufi dalam pengembangan
pemikiran  hukum Idam.? Dua
pertanyaan (masalah) inilah yang akan
dibahas (dicari jawabannya) dalam
tulisan ini.
A. Pembahasan

1. Biografi At-Tufi

At-Tofi  daam
pemikiran hukum Isam dikenal

lintas sgarah

sebagal seorang pakar fikih dan usul
fikih. Nama lengkapnya yaitu Abl ar-
Rabi’ Sulaiman bin “‘Abd al-Qawi bin
‘Abd al-Karim ibn Sa’id. Sebutan
nama kecil dengan at-Tudfi, yang
sebenarnya dibangsakan pada sebuah
nama desa Tafa di wilayah Sarsar,
yang dikena dengan Sarsar as-Sufla,
dekat Bagdad, di mana ia dilahirkan
(Mustafa Zaid, t.t.. 67). Sebutan
masyarakat terhadapnya, terkadang ia
dikenal dengan panggilan Ngjmuddin
al-Bagdadi at-Tafi, dan juga Ibn
Abbas (Ngmuddin at-Tufi, tt.. 3).
Mengenai tahun kelahirannya para
biographer berbeda pendapat. Al-Hafiz
ibn Haar menetapkan bahwa ia
dilahirkan pada tahun 657 H. Ibn
Rajab dan Ibn a-*Imad menetapkan at-
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Tafi dilahirkan tahun 670 H (Mustafa
Zaid, t.t.: 68).

Sumber lain menyebutkan bahwa
a-Tafi daam menjalani masa
hidupnya tahun 657-716 H./1259-1316
M (Namuddin at-Tafi, t.t.: 3). Tentang
tahun wafatnya, para biographer juga
berbeda pendapat. Mereka (Ibn Rajab,
Ibn Haar, dan Ibn al-‘Imad) sepakat
menetapkan bahwa at-Tafi wafat tahun
716 H. As-Suyuti menetapkan at-Tufi
wafat tahun 711 H. Sedangkan as-
Safadi menetapkan at-Tufi wafat tahun
710 H. Sementara Abdul Wahhab
Khallaf (1972: 105) menetapkan bahwa
Najmuddin at-Tafi al-‘Alim al-Hanbali
wafat pada tahun 716 H.Mencermati
tahun kelahiran dan wafat at-Tafi di
atas menurut penulis tampaknya yang
logis dan mendekati kebenaran adalah
para biographer yang menetapkan
tahun 657-716 H./1259-1316 M., karena
disebutkan dengan lengkap.

Mengkritisi tahun kelahiran at-Tfi
(657 H./1259 M.) dalam perspektif
sgarah, berarti satu tahun sebelum
kelahirannya terjadi peristiwva besar,
yaitu pasukan Mongol menyerbu kota
Bagdad yang dipimpin oleh Hulaghu
Khan pada 1258 M. Jatuhnya kota
Bagdad disebabkan serangan tentara
Mongol ini merupakan tragedi yang



sangat memilukan dalam lintas sgjarah
umat Islam. Karena secara langsung
ataupun tidak merupakan titik awal
kemunduran dan kehancuran umat
Islam, baik secara politik maupun
kehidupan sosial dan ilmu
pengetahuan. Qamaruddin Khan (1983;
37) mengemukakan bahwa pada waktu itu
terjadi pembakaran karya-karya yang
sangat berharga sehingga banyak
karya yang tidak bisa disdamaken.
Uma Idam  sangat  kehilangan
dokumentasi iImu pengetahuan
sebagal warisan intlektual generas
sebelumnya.

Tragedi ini berdampak negatif bagi
dunia Islam, karena di satu sisi kondisi
politik pemerintahan tidak kondusif,
dan di sis lain pergulatan pemikiran
dan pemahaman hukum Idlam
mengalami kemandegan dan
kemunduran yang cukup lama, yaitu
sgiak pertengahan abad IV H. hingga
akhir abad XIIl H (Yoseph Schacht,
1971: 70). Kondisi ini memperlihatkan
bahwa kebebasan berpikir para ulama
nyaris menjadi hilang, mereka enggan
melakukan berijtihad mdampaui  para
imam mazhabnya, mereka tidak sanggup
menggali langsung dari sumber aslinya
(al-Qur’an dan sunnah), mereka lebih
suka bertaklid dan berpegang pada
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pendapat para imam mazhabnya,
kalaupun ada upaya-upaya untuk
berijtihad tidak lebih hanya sekedar
mengkompromikan di antara berbagai
pendapat (al-jam’ wa at-tauqif),
mentakhrij riwayat, dan mengeluarkan
causa legis (‘illat al-hukm), serta
menyelesaikan berbagali permasalahan
atas dasar penetapan hukum yang telah
dirumuskan oleh para  imam
mazhabnya.

Dilihat dari proses pendidikan dan
kegiatan Intlektuditasnyaa-Tufi belgar
berbaga disiplin ilmu kepada para
ulama yang terkenal sebagai pakar di
masanya. Di antara disiplinilmu yang
ia pelgari adalah ilmu tafsir, hadis,
fikih, mantik, sastra, dan teologi.
Sedangkan berbagai tempat ilmu yang
pernah ia datangi addah Sarsari, Bagdad,
Damaskus, Mesir, dan tempat-tempat
lain yang ketika itu dikenal sebagal
tempat domisilinya para ulama
intlektual yang masyhur. At-Tufi
pendidikan dasarnya dimulai dari kota
kelahirannya dengan belgar kepada
beberapa orang guru (ulama). la
mempelgari dan menghafal kitab fikih
Mukhtasar
buku al-Kharaqi) karya Umar bin al-
Husein bin Abdullah bin Ahmad al-
Kharaqi, dan kitab al-

al-Kharagi  (ringkasan



Luma’(Spesifikass Gramatika Bahasa
Arab) karya Abl a-Fath Usman bin
Jani. Kemudian ia juga bulak balik ke
Sarsar untuk melanjutkan belgar ilmu
fikin kepada Syaikh Zainuddin *Ali
bin Muhammad as-Sarsari, salah
seorang pakar fikih mazhab Hanbali
yang dikenal dengan sebutan al-Baugi.
Pada tahun 691 H. ia pindah pergi ke
kota Bagdad untuk belgar dan
menghafal kitab fikih al-Muharrar
(sebuah buku pegangan mazhab
Hanbali), dan
dengan Syaikh Tagiyuddin az-Zarirati,
salah seorang pakar fikih Irak. Di
samping itu, ia belgar bahasa arab,
dan ilmu saraf kepada Abu Abdullah
Muhammad ibn al-Husein al-Masili,
dan belgar ilmu usdl fikih kepada

mendiskusikannya

Nasr a-Farlqgi, dan ulama yang
lainnya. Kemudian, ia juga belgar
ilmu hadis kepada al-Rasyid bin al-
al-Tabbal,
Abdurrahman bin Sulaiman a-Harani,
Ablu Bakar a-Qalanisi, dan kepada
ulama-ulama hadis yang lainnya
(Mustafa Zaid, t.t.: 70-71).
Dilihat dai  segi

Qasim, Isma’il  bin

produktifitas
pemikiran dan karya-karyanya. At-Tafi
dadam merefleksikan gagasan dan
pemikiran-pemikiran hukum Islam-
nya, ia lebih dikend sebaga pakar
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metodologi pemahaman hukum Islam
daripada bidang-bidang ilmu yang
lainnya. Teori maslahat-nya yang

kontroversial di kalangan para pemikir

konvensional dan kontemporer
menjadikan penilaian  tersendiri
terhadap kapasitas keilmuan,
kapabilitas, intlektualitas, dan
akuntabilitas pandangan-
pandangannya.

Dengan gagasan dan pemikiran-
pemikirannya yang dipandang radikal,
liberd dan berani tampil beda, ia dikend
di kalangan para pemikir sebagai
ulama yang “nyeleneh”, dan bahkan
dituduh sebagai seorang Syi’i, Rafidi,
Mu’tazili, Asy’ari, Zahiri dan Hanbali.
At-Tafi sebagal seorang yang hidup
diakhir abad VII H. dan di awal abad
VIl H./akhir abad XI1l dan awal abad
XIV M., di mana kondisi kehidupan
umat di dunia Islam seperti telah
disnggung di atas sedang daam
kondis jumud (taglid wa ta’asubiyah)
dan gerakan pemikiran hukum Idam
mengdami  tittkk kemunduran akibat
jatuhnya pemerintahan di Bagdad ke
tangan pasukan Mongol, Hulaghu
Khan, maka dengan semangat
kreatifitas ijtihad intlektual at-Tafi
dengan gagasan cerdas dan pemikiran-

pemikirannya merekonstruksi pola



pemahaman hukum Islam dengan teori
supremas maslahat-nya, kemudian ia
berupaya menghidupkan dan membuka
kembali pintu ijtihad, dan mendobrak
taklid, fanatik mazhab dan statisitas
pemikiran hukum Islam.

Gerakan olah pikir dan upaya-
upayaijtihad intlektualitasnya ini tidak
sebatas dalam pemikiran, tetapi ia
refleksikan dalam
ilmiahnyatidak kurang dari 42 buah
klasifikasi sebagai

karya-karya

buku dengan
berikut:a) Bidang ‘ulim a-Qur’an
sebanyak tujuh buah, di antaranya al-
Isyarah al-llahiyyah ila al-Mabahis
al-Uslliyyah. b) Bidang uluma-hadis
sebanyak tiga buah, di antaranya yang
dikenal  Syarh
Nawawiyyah. c)Bidang Teologi (Akidah)
dan Ushuluddin sebanyak sepuluh
buah buku, di antaranya Halal al-*Aqd
fi Ahkam al-Mu’tagad. d) Bidang usul
fikih sebanyak enam buah buku, di
antaranya yang dikena Syarh Mukhtasar
ar-Raudah al-Qudamiyyah (tiga jilid).
e) Bidang fikih sebanyak enam buah
buku, di antaranya a-Qawa’id al-

al-Arba’in al-

Kubra, dan a-Qawa’id as-Sugra.
f)Bidang bahasa dan sastra sebanyak
sepuluh buah buku, di antaranya al-
Risalah al-‘Ulowiyyah fi al-Qawa’id
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al-‘Arabiyyah, asy--Syi’ar al-Mukhtar
‘ala Mukhtar al-Asy’ar, dan lain-lain.

2. Konsep Maslahat at-Tufi
a. Definisi Maslahat
Secaa dimologis,  meslahah
berasd dari akar kata tungga al-
masalih, sama atinya dengan al-salah,
yatu mendaangkan kebaikan (Ibn
Manzar, 1955. 517). Terkadang
dipakai term al-istislah yang berarti
kebaikan (Muhammad
Murtadd az-Zubaidi, 1306 H.: 183).
Sering pula kedua kataitu diidentikkan

mencari

dengan al-munasib al-mursal, yang
berarti hal-hal yang cocok, relevan,
dan tepat penggunaannya (Judah Hilal,
1330 H.: 261). Kata al-maslahah ini
sering juga dipertentangkan dengan al-
mafsadah sebagai lawannya, yang
berarti sesuatu yang banyak kebaikan
dan manfaatnya sebaga lawan
mafsadat, yaitu sesuatu yang banyak
mendatangkan kerusakan atau
kemudaratan (Luis Ma’luf, 1985: 432).
Dari  definisi-definis  ini  dapat
ditegaskan bahwa setiap sesuatu apa
sgja yang mengandung kebaikan dan
manfaat di dalamnya, baik itu untuk
meraih kemanfaatan ataupun untuk



menolak kemudaratan, maka yang
demikian itu disebut dengan masl ahat.

Sedangkan secara terminologis,
maslahat banyak didefiniskan oleh
usuliyyin dengan beragam redaksional,
tetapi substansinya adalahsama, seperti
yang dikemukakan oleh a-Bati (1977:
23), madlahat yaitu kemanfaatan yang
dimaksudkan oleh asy-Syari’ yang
Mahabijaksana  bagi
berupa pemdiharaan agama, jiwa
aka keturunan, dan harta mereka

hamba-Nya

berdasarkan skala prioritas antara
penyebutan, manfaat
ialahkelezatan dan media ke arahnya,

sedangkan
dan menolak dari  penderitaan,
ataumedia ke arahnya.

Definisi di atas menunjukkan
bahwa maslahat pada intinya: Pertama,
sebagal sesuatu yang mendatangkan
kebaikan dan kemanfaatan, atau
sesuatu  yang dapa mengantispas
kemafsadatanatau kemudaratan. Kedua,
madahat harus sgjalan dengan maksud-
maksud asy-Syari’ ddam menetgpkan
hukum. Ketiga madslahat daam
implementasinya harus dapat
mewujudkan kemanfaatan dan
menolak kemudaratan bagi kehidupan
dan kepentingan manusia.
Kepentingan manusia di sini baik yang

bersifat primer (dardriyyat), sekunder
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(hajiyyat), maupun tersier
(tahsiniyyat). Keempat, maslahat harus
dapat dicapai dan diterima oleh akal
yang sehat.
b. Maslahat sebagai Paradigma
Berpikir at-Tufi
Eksgens medaha  ddam
konteks istinbat hukum, at-Tufi jadikan
sebagai paradigma berpikir yang dalam
implementasnya ia  memberikan
batasan pada segi ’adat, dan
mu’amalat. Sebab dalam bidang
ibadah sepenuhnya hak prerogatif
Allah untuk mengetahui maslahat atau
tidaknya. Paradigma atau pola berpikir
supremasi maslahat at-Tafi ini secara
spesifik 1a tidak menjelaskan dalam
karya usul fikih-nya sebagaimana
kebanyakan para ahli usul, sehingga
tidk mudah  untuk
bagamana sgatinya teori supremas
maslahat at-Tufi. Di snilah di antara hd
menariknya untuk kita lacak lebih jauh

menjeaskan

paradigma
maslahat at-Tafi. Gagasan at-Tafi

muncul ketika ia

berpikir supremasi
memberikan
komentar terhadap hadis al-arba’in
an-Nawawiyyah dengan panjang lebar,
yang pada akhirnya ia melahirkan teori
usul  fikih  yang penulis sebut
supremasi maslahat. Pemikiran usl
a-Tafi seperti ini sgauh



pendlusuranpada  beberapa  literatur
tidak ditemukan kagjian dan bahasan di
kalangan  pemikir  usdl fikih
sebelumnya.

Adapun dimaksudkan dengan
al-arba’in al-Nawawiyyah di atas
adalah hadis yang diriwayatkan oleh
Ibn Majah dan Dar al-Qutni dari Abi
Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan al-
Khudri berkata:“Bahwasannya
Rasulullah telah bersabda: Seseorang
tidak boleh berbuat mudarat dan tidak
boleh  memudarati orang lain”
(Mustafa Zaid, t.t.: 206).At-Tafi dalam
mengkaji dan mengomentari hadis
tersebut ia mulai dari pembahasan
sanad, lafaz, makna hadis, dan dalil-
dalil hukum syara’.

C. Prinsip Dasar at-Tufi
Mendahulukan Maslahat
At-Tufi dalam membangun teori

supremas maslahat-nya tidaklah serta
merta tanpa asas, atau prinsip dasar, ia
tenyata tedah merumusken empa
kerangka dasar sebagai landasan idedl
yang menjadi pijakan utama
kebebasan  akal
ddam menemukan maslahat dan
mafsadat. Pandangan at-Tufi bahwa
independensi akal dapat mengetahui
kemadahatan dan kemafsadatan tanpa

teorinyaPertama,

konfirmasi nas. Pernyataan inilah yang
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memunculkan tanggapan kontrovers di
kalangan para pakar syari’ah pada
umumnya,  yang
mengakui eksistensi maslahat berbasis

mereka hanya

konfirmasi nas.Kedua, maslahat itu
sebagai dalil syar’i yang independen
dari ketergantungan pada
nas.Pernyataan ini menunjukkan bahwa
maslahat merupakan dalil yang
independen, yang tidak memiliki
ketergantungan pada konfirmasi nas,
tetapi cukup bergantung pada akal.
Dan untuk pembuktian empiriknya
cukup dilakukan eksprimen melalui al-
‘adah(mu’amalah).Ketiga, maslahat
sebagai dalil syar’i dalam
penggunaannya terbatas daam bidang
mu’amaah, bukan bidang ibadah.
Pernyataan ini dapat dimengerti bahwa
maslahat dalam penerapannya tidak
bisa menjamah bidang ibadah, karena
bidang ibadah sepenuhnya menjadi
hak otoritas asy-Syari’. Aka tidak
mempunyai kompetens untuk
menentukan dan mengungkap rahasia
maslahat dibalik ibadah itu sendiri.
Keempat,madahat merupakan dalil
syar’i yang lebih kuat. Dari 19 dalil
syar’i, maslahat sebagai dalil yang
lebih kuat, sehingga pengutamaan
daam penergpannya atas nas dan

ijmakmenjadi suatu keniscayaan.
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Mengutamakan penerapan
madahat atas nas dan ijmakmenurut at-
Tofi  bukan  berarti  menganulir
keduanya, tetapi dalam upaya
pemeliharaan  kemaslahatan  umat
dapat dinetralisir keumuman nas dan
ijmakyang memiliki indikasi hukum
yang ‘amm dengan cara di-takhsis,
atau indikasi hukum mujmal dengan
cara bayan. Sebagaimana sunnah
dikedepankan atas a-Qur’an yang
mujmal dengan cara bayan. Hal
demikian ini at-Tafi lakukan karena
dalam pandangannya, bahwa maslahat
itu diambil dan bersumber dari hadis
Nabi ladarar waladirar.
d. Konsep Kontradiksi Nas
dengan Maslahat
Berdasarkan empat landasan
ideal yang menjadi asas pijakan
teoritis konseptual di atas, at-Tufi
beberapa
landasan

kemudian menyusun
argumentad sebaga
operasional untuk menguatkan teori
supremas madahanya dan sekaligus
untuk menjawab pertanyaan, mengapa
mendahulukan maslahat atas nas dan
ijmek  ketika  tejadi  kontredikg.
JawabannyaPertama, bahwaorang-
orang yang mengingkari kehujjahan
ijmak, mereka juga
berlakunya maslahat. Di sinilah terjadi

mengakuli
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titik temu antara kami dan mereka,
kehujjahan
diperdebatkan. Kita hanya berpegang

meskipun ijmakmasih
pada sesuatu yang disepakati antara
kami dan mereka, masalah itulah yang
lebih utama dibandingkan dengan
berpegang pada ijmakyang mash
menjadi debatable.Kedua,Nas-nas itu
sendiri saling bertentangan, dan dari
snissbedb-sbadb pasdishan ddam
menetgpkan hukum syari’at. Sedangkan
memelihara kemaslahatan merupakan
sesuatu  yang hakiki, dan tidak
dipersdishkan. Ketiga, terbukti adanya
pertentangan antara nas-nas daam
sunnah dengan maslahat dalam
beberapa masal ah. Seperti ia tunjukkan
pertentangan perbuatan Ibn Mas’td
dengan nas dan ijmakdadam hal
tayamum demi berhati-hati di dalam
masalah ibadah. Menurut nas dan
ijmaksahabat bahwa tayamum boleh
dilakukan karena sakit dan tidak ada
air. Ibn Mas’dd berpendapat bahwa
orang sakit tidak boleh bertayamum.
Sebab, jika dibolehkan dikhawatirkan
ada orang yang merasa sedikit dingin
sgja bertayamum, tidak mau berwudu.
Ketika diingatkan oleh Abu Musa akan
ayaa dan hadis peintah tentang
Mas’dd tidak mau

menerimanya. Daam

tayamum,lbn



perkembangannya, pendapat  lbn
Mas’0d ini tersiar luas di masyarakat
dan tidak ada seorang pun yang
mengingkarinya (at-Tufi dalam Abdul
Wahhab Khallaf, 1972: 129-135).

Dari tiga argumntasi tersebut,
terlihat jelas pola pemikiran at-Tufi
tentang konteks ta’arudal-adillahini:
(1) bahwa maslahat merupakan
paradigma berpikir sekaligus menjadi
maintream bagi  a-Tdafi  untuk
memposisikan maslahat sebagai dalil
terkuat yang memiliki  makna
tersendiri. (2) metode penyelesaian
ta’arud al-adillah yang digunakan at-
Tafi adalah metode takhsisdan
bayan.(3) daam mengaplikasikan
madahat, at-Tafi tidak memerinci
secara tegas maslahat yang mana yang
dimaksudkan yang bisa menghasilkan
hukum yang dikehendaki oleh asy-
Syari’.

e. Krtitik Para Teoritisi Hukum
Islam terhadap Teori
Maslahat at-Tdfi
Seperti telah disinggung dalam

pendahuluan di atas, para teoritis
hukum Islam mengeritik at-Tafi,
antara lain:  Syaikkh  a-Kausari
mengatakan bahwa, “apabila terjadi
pertentangan antara nas dan madahat,
maka madahatlah yang dikedepankan.
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Sungguh bodoh orang  yang
mengatakan demikian. Maslahat telah
dijadikan dasar bagi “syari’at baru”
mereka. Ini tidak lain hanya untuk
mengkritik syari’at Tuhan, kemudian
menghddkan yang diharamkan-Nya
dengan atas nama maslahat” (Mustafa
Zad, tt.:. 164). Demikian juga
Muhammad Abd Zahrah setelah
melakukan kajian mendalam terhadap
pemikiran-pemikiran  at-Tafi, ia
mengatakan: Sungguh mereka sepakat
bahwa maslahat menjadi dalil yang
tidak berpijak pada konfirmas nas.
Maslahat model ini hanyalah bersifat
praduga kuat. Tetapi yang menjadi inti
perdebatan adalah, apabila terjadi
pertentangan antara maslahat yang
bersifat pasti dengan tuntutan nas yang
pasti pula, maka bagaimana solus
istinbat hukumnya.? Menurut at-Tafi,
pertentangan seperti itu nyata terjadi,
dan solusinya adalah mengedepankan
maslahat atas nas. Menurut Malikyah
dan Hanabilah bahwa maslahat tidak
bisa lepas dari konfirmasi nas.Dengan
demikian, terdapat dua dalil yang
terlihat bertentangan. yaitu dalil yang
pasti, dan dalil yang tidak pasti.
Apabila a-Qur’an yang bersifat tidak
pasti, maka harus di-takhsis. Dan bila
berupa hadis ahad, maka itu menjadi
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bukti kelemahannya. Karena hal itu
bertentangan dengan kemaslahatan
yang pasti. Akan tetapi, at-Tafi tidak
berhenti pada apa yang dikatakan
Malikiyah  dan  Hanabilah. la
melampaui semuanya hingga sampai
pada kesimpulan bahwa, kemaslahatan
bertentangan dengan nas yang gat’i.
Abdul Wahhab Khallaf berpandangan
bahwa, pendapat at-Tafi ini telah
“membasmi” nas dan menjadikan
hukum nas danijmakbisa dianulir oleh
sebuah pendapat.

bagamanapun  maslahat

Karena,
hanyalah
sebuah pendapat yang disimpulkan
oleh akal. Bisa jadi, aka menetapkan
itu maslahat, tetapi fakta menunjukkan
sebdiknya, kemafsadatan.
Mengedepankan akal dan pendapat
untuk  menganulir nas  sangat
berbahaya bagi syari’at Allah, dan
undang-undang secara umum. Apalagi
telah terjadi ijmak bahwa ibadah tidak
boleh ditetapkan dengan aasan
mead ahat, sebaga mana menjaga kebutuhan
paling asas tidak dapat ditetapkan
berdasarkan maslahat. Karena semua
itu relevan dengan maslahat itu sendiri
(Mustafa Zaid, t.t.. 169).Dan masih
banyak lagi para pemikir yang
mengkritik  pemikiran-pemikiran at-

Tafi. Demikian di antara beberapa
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tanggapan, penilaian, dan bahkan
kecaman dari para ulama konvensional
dan kontemporer terhadap gagasan dan
pemikiran-pemikiran at-Tufi.

3. Dialektika Maslahat antara

Peran Akal dan Wahyu

Maslahat sebagai dalil hukum
dadam pemikiran at-Tofi  perlu
diposisikan dalam hubungan yang
bersifat dialektis. Bentuk hubungan
dialektis ini penting, karena ketika
antara akal (maslahat) dan wahyu berdiri
sendiri, maka permasdahannya akan bisa
diketahui secara lebih
konprehensif.Pola hubungan dialektis
ini dimaksudkan untuk menjembatani
tarik-menarik antara wahyu (khitab
asy-Syari’) yang nusis al-mugaddasah
di satu sis, dan reditas kehidupan
manusia yang perlu
kebaikan, kesgjahteraan, dan keadilan
sebagai manifestasi dari kemaslahatan

mendapat

dunia yang bersifat profan (ar-ra’y wa
al-fahm) di sisi lain. Dalam konteks ini
parameternya tidak lain  adaah
kemasl ahatan.
bagaimana

keduanya dalam konteks istinbatal-

ahkam.?

Persoalannya,
mensinergikan  antara

At-Tafi memposiskan maslahat
sebagai tujuan utama syari’at, dan

menjadi poros perumusan  suatu



hukum. Asy-Syari’ sendiri  dalam
konteks ini telah memberikan sarana
(hadis Nabi: |a darar waladirar) kepada
kita  (mujtahidin)untuk
berbaga kemad ahatan dan
kemafsadatan. Bahkan hadis itu at-
Tafi jadikan sebagai kaidah universal

yang anti kemudaratan dalam berbagai

mengetahui

bentuknya. Karenanya para mujtahid
tidak perlu merujuk pada spekulasi nas
yang sangat abstrak. Kemudian,
hukum-hukum Allah yang ada dalam
a-Qur’an, ada yang bisa diketahui
dan ditemukan secara harfiah, ada
yang tidak bisa diketahui secara
harfiah tetapi dapat diketahui dan
ditemukan secara isyarat an-nas, dan
ada yang tidak bisa diketahui dari dua
cara tersebut tetapi dapat ditemukan
dengan menggunakan
pendekatanmagasid asy-syari’ah. Untuk
hukum-hukum  Allah
daam bentuk pertama, peranan akal
tidak  terlalu
mujtahidin  cukup dengan melihat
hadis dan  pendekatan
Sedangkan untuk mengetahui bentuk

mengetahuli

dominan, tetapi

bayani.

kedua dan ketiga dibutuhkan peranan
akal, daya nalar yang tinggi, dan
menggunakan  pendekatan-pendekatan
substansd yang kontekstud, yang
disebut dengan pendekatan burhani.
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Di antara dternatifnya adalah
madlahat.Dari analisis ini di dalam
praktik ternyata antara akal dan wahyu
mempunyai hubungan dialektis yang
sinergis, dan menjadi satu kesatuan
yang terintegrasi.

4. Maslahat dan Signifikansinya
dalam Pengembangan
Pemikiran Hukum Islam

Khitab asy-Syari’ yang bersifat

gadim dan terdokumentasikan dalam
a-Qur'an tetap lestari dan tidak
berubah. Dengan kata lain, bahwa
hukum Islam yang terdokumentasikan
daam a-Qur’an merupakan sistem
ketuhanan yang mendahului dan tidak
didahului, serta mengontrol dan tidak
dikontrol oleh masyarakat Islam
(Muhammad Muslihuddin, 1997: 45).
Hukum yang gadim ini
dimanifestasikan melalui teks-teks suci
(nusus al-mugaddasah) dan
diwahyukan kepada Nabi Muhammad
S.aw. menunjukkan bahwa khitab asy-
Syari berupa wahyu yang gadim itu
bergfa transhidoris dan mentranamiskannya
melalui nalar manusia (ra’y) yang
bersifat hadis dan historis. Demikian
juga mentransformasikan khitab asy-
Syari’ tersebut melalui pemahaman
dan kerja intlektua mujtahid terhadap
situasi dan kondis konkret kehidupan
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manusia. Maka pisau andisisnya
adalah kemadahatan. Dengan prinsp
demikian, hukum Islam secara umum
akan menjadi lebih adaptif dan
berkembang sesuai dengan perubahan
kehidupan

perkembangan zaman sepanjang masa.

masyarakat dan

Sebagai konsekuensi dari prinsip ini
tentu akan membuka peluang atau
babak baru untuk mengkritisi kembali
produk-produk pemikiran hukum yang
dihasilkan oleh mujtahidin masa lalu
yang dipandang sudah tidak relevan
lagi dengan perubahan dan kebutuhan
zaman. Mengkritisi kembali produk-
produk pemikiran hukum bisa sga
dalam bentuk dekonstruktif,
rekonstruktif, atau mereformulasikan
kembali rumusan hukum yang telah
ada disesuaikan dengan kebutuhan
zaman dan kepentingan kemaslahatan
umum, sehingga yang selama ini
dirasa adanya kesenjangan antara
hukum Islam dangan tuntutan readlitas
sosial dapat teratasi.

Fleksibilitas kerja operasional
supremasi maslahat at-Tafi yang tidak
memerlukan konfirmasi nas dalam
pengembangan  pemikiran  hukum
Islam, ternyata menuai kritik tgjam
dari berbagai kalangan usdliyyin,
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terutama yang tidak sepandangan
dengan pemikiran-pemikiran at-Tafi.
Sebagaimana telah penulis
kemukekan di atas.Kritikan-kritikan
dimaksud di atas sepintas kelihatan
ada benarnya, karena at-Tufi dalam
mendeskripsikan pembahasan syarh
an-Nawawiyyah tidek
memberikan contoh konkret dari teori
masl ahat yang

al-arba’in

supremasi
dibangunnya.lbrahim Hosen (1995:
258) dalam konteks ini, memberikan
beberapa catatan bahwa, pandangan-
pandangan at-Tufi haruslah dipahami
dalam konteks usdl fikih karena
sesungguhnya ia bermain pada tataran
ini. la mengandaikan terjadinya
bentrokan antara nas atau ijmakdi satu
Sis dengan madahat di sis lain.
Persoalannya, benarkah telah terjadi
bentrokan tersebut.? Persodan
berikutnya, benarkah bentrokan yang ia
maksudkan itu, salah satunya berkaitan
dengan pembagian waris.? Sekali lagi,
at-Tafi tampaknya sedang berandai-
andai dan kelihatannya, sepanjang
yang saya ketahui, ia belum
mengungkapkan kasus yang
menunjukkan  kebenaran  pengandaian
tersebut. Jika demikian, belum tentu
masalah waris termasuk kasus yang
dimaksudkan a-Tafi ddam



pengandaannya Ha ini juga bisa
dipahami mengingat seperti saya
sebutkan di atas, at-Tufi berada dalam
tataran usul fikih, belum memasuki
tataran fikih atau lebih spesifik lagi al-
masd’il al-fighiyyah. Di samping itu,
suatu hal yang tidak boleh kita lupakan
adalah bahwa andaikata apa yang
diandaikan at-Tafi itu terjadi, maka
menurutnya pengutamaan maslahat
alas nas itu harus dengan jaan
takhsisdan bayan, bukan dengan jalan
pengabaian dan meninggalkan nas.
Namun demikian, biladilacak Iebih
lanjut dari karya-karya yang ditulis at-
Tofi di antaranya Mukhtasar ar-
Raudah al-Qudamiyyah, ataukarya-
karya yang ditulis oleh ulama mazhab
Hanbali,maka di sana akan ditemukan
contoh dari pengandaiannya di atas.
Meskipun contoh yang dituliskannya
itu tidak seradikal teori yang
dibangunnya, vyaitu jika terjadi
pertentangan antara maslahat dengan
nas atau ijmak, maka harus
didahulukan berpegang pada maslahat.
Contoh dimaksud adalah mengenai
kafarat terhadap seseorang yang
bernama Abdurrahman bin a-Hakam
(seorang rga Andausia, Spanyol)
bersetubuh dengan isterinya di siang

hari bulan ramadan. Dalam uraian
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pandangannya ia mengatakan bahwa
menentukan sanksi  kafaratberpuasa
dua bulan secara berutrut-turut
terhadap Abdurrahman bin a-Hakam
yang bersetubuh dengan isterinya di
siang bolong bulan ramadan, hal itu
tideklah jauh menyimpang jika
seorang mujtahid menetapkan sanksi
kepadanya aternatif yang kedua, dan
yang demikian itu tidaklah termasuk
menetapkan hukum syara’ dengan
ra’y, meankan ijtihad dengan

pendekatan
kemadlahatan, atau termasuk men-

menggunakan

takhsis yang umum yang zahir dari
tidak adanya rincian di dalam hadis al-
a’rabi, ia bersifat umum dan da’if,
maka di-takhsis dengan ijtihad yang
berdasarkan pendekatan kemaslahatan
yang relevan, dan men-takhsisyang
umum merupakan metode yang jelas,
dan tidak jarang syara’ membedakan
antara orang kaya dan fakir, maka
inipun merupakan
tersebut.

Bertolak dari paparan usuliyyin di
atas, dapat dikatakan bahwa pada

prinsipnya pemikiran at-Tafi dengan

pembedaan

tawaran teori supremasi maslahat-nya
bukanlah  suatu  bangunan  yang
kehilangan pijakan dasar, tetapi justru
sepenuhnya bertolak dari pemahaman
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dan interpretasi hadis Nabi ladarar
waladirar. Hal ini pulalah yang
membedakan antara at-Tufi dengan
para teoritis hukum Islam yang lain.
Jadi  menghapus segda  bentuk

kemudaratan (kemafsadatan)tampak
ddam pemikiran a-Tufi
menjadimainstream besar

paradigmanya. Rih asy-syari’ah dari
hadis tersebut menjadi spirit yang
menggerakkan bagunan teori
supremasi maslahat-nya. Dengan rih
dimaksud
pemikiran at-Tafi mencapa titik
kulminasi radikal dan liberalnya, sebab

dengan dayditas teorinya yang

asy-syari’ah hadis

melampaui nas dan ijmakdal am tataran
implementasinya dapat menjadi solusi
penyelesaian kasus-kasus hukum dan
sekaligus bisa mewujudkan magasid
asy-syari’ah yang dikehendaki oleh
syari’at itu sendiri. Tujuan dari syari’at
bisa diwujudkan, lebih lanjut at-Tufi
secara  metodologis

bahwa ketika terjadi
adillahantara madlahat dan nas atau

menegaskan
ta’arudal-
ijmak, maka ia menggunakan
pendekatan takhsis, dan bayan, bukan
me-nasakh, atau membekukan nas,
kelihatannya at-Tafi berpikiran
menunda sementara berlakunya nas

dan ijmak sampai kesiapan masyarakat
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untuk dapat menerimanya. Cara proses
istinbat hukum at-Tafi ini dikuatkan
oleh MustafaSalabi (1981: 370)
dengan pernyataannya bahwa boleh
meninggakannas ~ secara  mutlak
sepanjang tujuannya untuk merealisir
kemaslahatan manusia. Di samping
perlu dipahami bahwa takhsis itu
bukan untuk menghapuskan nas, tetapi
sebagai penangguhan ketentuan nas
yang bersifat sementara waktu.At-Tufi
dadam pernyataan lebih  lanjut,
terkadang antara maslahat dan dalil-
dalil syara’ bersesuaian, dan terkadang
keduanya bertentangan. Jika
bersesuaian, maka boleh mengamalkan
maslahat  atau  dalil
Sebaliknya, jika bertentangan, tetapi

lainnya.

memungkinkan untuk dikompromikan,
maka solusinya ditempuh jaan
kompromi sepanjang sebagian dalil-
dalil itu bisa dibawa ke sebagaian
hukum-hukum dan keadaan-keadaan
lain dengan prinsip tidak menyia
nyiakan kemaslahatan.

Kemudian, jika tidak memungkinkan
yang demikian itu, maka maslahat
harus didahulukan daripada dalil yang
lainnya, mengingat hadis Nabi ladarar
waladirar. Yakni secara spesifik
menghapuskan kemudaratan adalah
sebagal tujuan dari penetapan hukum,



sedangkan nas dan ijmaklebih sebagai
sarana untuk menjacapal  tujuan
hukum, karena itu, tujuan (al-magasid)
harus didahulukan atas sarana (al-
wasd’il). Hal ini diindikasikan dengan
proses istinbat hukumnya dalam
kondis tertentu masih menggunakan
cara-cara kompromi (tarigat al-jam’)
sebagamangpaparan di atas. Jika tidak
memungkinkan  menempuh  jalan
kompromi, maka at-Tufi tetgp lebih
mendahulukan berpegangpada madahat.
Dai pandangan-pandanganusiliyyin
menyikapi pemikiran at-Tufi mengenal
ta’arudal-adillah di atas dapat penulis
tegaskan bahwa secara substansial
kelihatannya tidak ada perbedaan yang
cukup signifikan, hanya perbedaan itu
terjadi dalam tataran operasionalisas
metodologis dalam proses istinbat
hukum, terutama dalam penerapan
metode tarjih, takhsis, bayan, istitsnad’,
at-tauqgif wa al-jam’, dan an-nasakh.
Semua metode ini oleh at-Tafi
diimplementaskan dalam rangka
menguatkan bangunan teori supremasi
maslahat-nya. Demikian juga di
konvensional,

kalangan  usdliyyin

semua metode tersebut mereka
gunakan, hanya jaannya yang
berbeda. Bak at-Tafiyyin  maupun

usaliyyin semuanya payung hukumnya
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adalah tetap wahyu Allah, hanya jalan
berpikir metodologis mereka yang
berbeda
5  Evaluasi Terhadap Konsep
Maslahat  at-Tufi
Ijtihad Insya’i di Era Modern

Menuju

Tawaran pemikiran-pemikiran at-
Tofi  yang dinila  kontroversia,
radikal, dan libera mengenai konsep
supremass maslahatnya yang bebas
dari konfirmas nas, mengundang
reaksi keras dari kalangan para ulama
konvensional  (usdliyyin).  Setiap
pemikiran yang dasarnya independens
akal sudah barang pasti tidak terlepas
dari kelebihan dan  kelemahan.
Kelebihan dan keunggulan pemikiran-
pemikiran at-Tafi  telah  penulis
paparkan di atas, maka pada sub pasal
ini akan dikemukakan secara kritis
kelemahan-kelemahannya, di
antaranyaPertama, at-Tofi dalam
mendeskripsikan konsepsupremas
madahatnya tidek memberikan contoh-
contoh  konkrit dalam tataran
operasionalnya sehingga sulit untuk
dipahami aur pemikirannya. Kedua,
at-Tafi ketika mendeskripsikan
konsepsupremas  madahd, ia tidak
mengemukakan terminologi maslahat
yang jelas, di samping tidak

menyebutkan kategorisas jenis
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masl ahat usuliyyin
sebelumnya. Oleh sebab itu, maslahat
yang mana sesungguhnya yang
dimaksudkan oleh at-Tufi. Dari pola

pemikiran yang demikian ini di

sebagaimana

antaranya yang memicu kritik dari
kalangan usuliyyin konvensiond.Ketiga,
at-Tafi dalam membangun
konsepsupramed  medahdnya  cendrung
mendesakanpada  independens &kd,
tanpa konfirmasinas, karena
menurutnya visi aka lebih obyektif
dalam memposisikan kriteria maslahat
ketimbang nas dan ijmak. Ini berarti
dapat dipahami bahwa posisi akal
sgjgar dengan wahyu, bahkan di atas
nas dalam batas-batas tertentu. Oleh
karena demikian, fungs dan peranan
akal dapat digunakan dalam hal-hal
yang sama sekali tidak ada nas-nya
(fima la nassa fih), atau ada nas-nya
tetapi  dalalah-nya tidak pasti.
Keempat,konsep maslahat  yang
dibangun berdasarkan hasil
pemahaman terhadap hadis Nabi la
darar waladirar, kemudian
menghasilkan suatu konsep “apabila
maedahat itu bertentangan dengan nas
dan ijmak, maka harus didahulukan
maslahat, dengan teknis
operasionalnya melalui pendekatan

takhsis dan bayan”. Dari teorinya ini
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yang menjadi persoalan mendasar dan
dijadikan titik kelemahan at-Tafi di
mata usdliyyin adalah, apakah yang
dimaksudkan dengan nas di sini nas
yang gat’i atau zanni. Jika yang
dimaksudkan dengan nasgat’i, maka
tak aya lagi terjadi kontra produktif
antara pemikiran at-Tufi dengan para
ulama pada umumnya.Kelima, masih
dalam kaitan pernyataan “mendahulukan
maslahat atas nas dan ijmak”. Daam
hal ini, at-Tafi mengatakan bahwa
mereka yang  tidak
ijmaksebagai  dail hukum  dapat

mengakuli
menerima  konsep  pemeliharaan
maslahat secara mutlak dalam syari’at
[slam. Karena
ijmaksebagai  dalil hukum masih
diperdebatkan

menurutnya,

keotentikannya  di
kalangan
maslahat dapat diterima sebagai dalil
hukum terkuat dari 19 dalil yang ada,

usaliyyin, sedangkan

dan telah disepakati oleh para ulama
usaliyyin. Karenanya dalam
implementasinya harus didahulukan
atas ijmak.

Dari  beberapa kelemahan pola
pemikiran at-Tofi tersebut di atas,
menurut penulis bukan berarti teori
supremas maslahat yang dibangunnya
menjadi gugur (invalid), tetapi harus

lebih digpresias  secara dinamis,



enovatif, dan kreatif dalam menuju
ijtihad insya’i di era modern ini. Pola
pemikiran at-Tafi yang perlu menjadi
pertimbangan  serius bagi para
mujtahid dan mujaddid di era modern
ini adalah refleks pemikiran hukum
yang lebih menitikberatkan pada
dimens penalaran burhani (demontratif)
ketimbang mengdabaras penalaran bayani
(eksplanatif). Atau dengan kata lain
meminjam istilah George F. Hourani
yang dikemukakan oleh Imam
Syaukani  (2006: 184) bahwa
pemikiran  at-Tufi  sudah  lebih
obyektivisme rasionalistik
dibandingkan dengan pemikiran ulama
usuliyyin seperti al-Gazali dan asy-
Syatibi  yang dipandang masih
subyektivisme teistik. Artinya, mereka
dalam upaya menemukan hukum masih
kental dengan nilai-nilai  universal
yang bersifat llahiyyah, atau mesti
melalui konfirmasi nas, sehingga peran
akal lebih kecil dalam penemuan
hukum tersebut, meskipun keduanya
saling terkait (talazom) dan saling
mel engkapi (takamul). Berbeda
dengan at-Tafi, ia sudah lebih
memerankan akal secara luas dan
demonstratif dengan
mempertimbangkan wilayah empiris,
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serta implikasi hukumnya yang lebih
applicable.

Pengembangan pemikiran hukum
dasarnya  adaah
pencurahan kemampuan aka secara
maksimal  dalam
mengistinbatkan  hukum  melalui
ijtihad kreatif-enovatif, bak secara
individual maupun kolektif (ijtihad

Islam pada

totalitas dan

jamad’i). Bentuk ijtihad  yang
disebutkan terakhir ini telah lama
dilakukan dan dikembangkan, baik di
tingkat ulama dunia internasiona
maupun ulama di tingkat nasiona di
masing-masing negara muslim. Tetapi
secara kelembagaan, di era modern ini
redlisas dari ijtihad kolektif yang
insyd’i ini diperlukan lembaga ijtihad
kolektif yang bersifat nasional, bukan
lembaga ijtihad kolektif yang bersifat
internasional. Pemikiran ini  seperti
dikemukakan olen Harun Nasution
(1988: 115-116) bahwa, “dewasa ini,
sebenarnya yang paling diperlukan di
Dunia Islam, bukanlah lembaga ijtihad
kolektif yang bersifat internasional,
tetapi lembaga ijtihad kolektif yang
bersifat nasional”. Sebagai contoh
ijtihad kolektif insya’i, dalam masalah-
masalah baru yang belum terjadi dan
dikena di kalangan para ulama

konvensional, dan mungkin belum ada
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d masa mereka, atau sudah ada
ditemukan tetapi masih dalam skala
kecil dan belum menjadi persoalan
besar yang berkembang. Seiring
dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta
kebutuhan kehidupan manusia yang
semakin  meningkat akan tempat
tinggal, dan usaha-usaha pabrikas
yang dapat menghasilkan barang-
barang produksi, maka para ulama
Mesir telah mewajibkan zakat hasil
sewaan gedung-gedung yang
disewakan, begitu juga pabrik dan
sebagainya ini adalah pendapat Syekh
Muhammad AblG Zahrah, Abdul
Wahhab Khallaf, dan Abdurrahman
Hasan (Yuosuf al-Qaradawi, 1987:
172). ljtihad kelektif yang demikian
itu bila didekati dengan teori
supremasi maslahat sudah barang tentu
mengacu pada kemaslahatan yang
bermuara pada magasid asy-syari’ah.
Inti dari magasid asy-syari’ah tidak lain
addah kemadahdaan, keadilan, dan
kesegjahteraan.
maslahat at-Tafi cukup signifikan

Karena itu, teori

untuk dikembangkan menjadi basis
implementasi ijtihad kolektif insya’i di
eramodern ini.

6. Relevansi, Implementasi, dan

Kontribusinya dalam
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Pengembangan Pemikiran
Hukum Islam

Dalam konteks istinbat hukum, at-
Tafi menawarkan konsep
maslahat.Menurutnya, konsep ini
sebagal acuan dasar istinbat hukum
yang paing luwes, fleksibel, dan
kontekstual dalam
tantangan zaman dengan berbagal

problematikanya. Maslahat inilah yang

menjawab

paling bisa diharapkan untuk bisa
kembali
produk hukum yang dipandang sudah

merekonstruksi berbagai
usang (out of date) dan sekaligus dapat
mengatasi crisis of relevance, sehingga
pembaruan pemikiran hukum Islam
terwujud dan dapat memberikan
kontribusinya dalam  pembinaan
hukum nasional. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa at-Tufi dengan
konsepsupremas madahatnya ternyata
memiliki signifikansi yang kontekstual,
terlebih lagi di era kehidupan modern
ini tuntutan untuk lebih
memprioritaskan
pendekatan kemaslahatan menjadi

penggunaan

suatu keniscayaan.

Dalam konteks ini banyak contoh
seperti izin poligami, nikah beda
agama, pemberian wasiatbagi ahli
waris non musim, menukar dan
menjual belikan harta benda wakaf, dan



lain-lain. Tetapi dalam paper ini akan
dikemukakan dua contoh sebagai
berikut:Pertama,izin poligami. Bagi
masyarakat muslim pada umumnya
(termasuk Pegawai Negeri Sipil) yang
ingin beristeri lebih dari satu orang
harus mendapat izin dari Pengadilan
Agama. Dasarnya adalah UU No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
pasa 4 dan 5, Kompilasi Hukum Islam
(KHI), Instruks Presiden (Inpres)
Nomor 1 Tahun 1991, pasal 56 dan 57,
dan Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, pasa 40 dan 41 yang
substansinya bahwa apabila seorang
suami akan beristeri lebih dari satu
orang, ia harus meminta izin terlebih
dahulu kepada Pengadilan Agama
dengan disertal argumentasi-argumentas,
yaitu isteri tidak dapat menjalankan
kewagibannya sebaga isteri, isteri
mendapat cacat badan atau penyakit
yang tidak dapat disembuhkan, dan
isteri  tidak  dapat  melahirkan
keturunan. Di samping itu, harus
dipenuhi syarat-syarat lain seperti
persetujuan dari isteri-isteri
sebelumnya, adanya kepastian bahwa
suami mampu menjamin memenuhi

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-
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anaknya, dan adanya jaminan bahwa
suami dapat berlaku adil terhadap
isteri-isteri dan anak-anaknya. Adanya
ketentuan yang terkesan “ngejelimet”
dan ketat tersebut dianggap
bertentangan dengan Q.S. an-Nisd’,
ayat 3 yang memberikan izin boleh
seorang laki-laki beristeri lebih dari
satu orang, dan maksimal empat orang
isteri. Ketentuan perundang-undangan
perkawinan yang mengharuskan adanya
izin dari Pengadilan Agama adalah
didasarkan pada kemaslahatan. Sebab
berdasarkan fakta lapangan, banyak
sekali kasus poligami yang belum
diatur pelaksanaannya, seperti nikah
arri, dan &kibat yang ditimbulkannya
ternyata dampak kemafsadatan atau
kemudaratannya |ebih besar ketimbang
kemaslahatannya. Dengan demikian,
meskipun Allah memberikan izin
untuk menikah lebih dari satu orang
isteri dan maksimal empat orang isteri,
tetapi demi untuk menolak
kemafsadatan pernikahan  tersebut
harus ada izin dari Pengadilan Agama
yang didasarkan pada maslahat itu

sendiri, meskipun hal itu bertentangan

dengan nas.

Kedua, memberikan wasi at
kepada ahli waris non muslim.
Persoalan warisdalam hukum

21



kewarisan Islam banyak dipahami oleh
ulama fikih konvensiona menjadi
penghalang bagi seorang musliim
untuk mendapatkan harta waris dari
saudaranya yang beragama non
muslim, juga sebaliknya. Ketentuan ini
berdasarkan pada hadis muttafaq
‘alaih dari Usamah bin Zaid, bahwa
Nabi Saw. bersabda:“Seorang muslim
tidak dapat mewarisi harta orang non
muslim (kafir), dan (sebaliknya) orang
non muslim (kafir) tidak bisa mewarisi
harta orang muslim” (as-San’ani, Juz
3, tt: 98).
jelasah bahwa ahli waris disebabkan
berbeda agama dapat menghalangi

Berdasarkanhadisini

mendapatkan harta waris
darimuwarris, memutuskan hubungan
kekerabatan, dan bahkan bisa
terputusnya hubungan silaturrahmi.
Pandangan yang demikian
kelihatannya di kalangan mayoritas
ulama Indonesia, dan termasuk
sebagian  pemikir  Indonesia di
lingkungan Peradilan Agama telah
sepakat ahli waris non muslim tidak
dapat mewarisi harta  waris
darimuwarris-nya. Ha ini terbukti
terjadi putusan Pengadilan Agama
Y ogyakarta No. 83/Pdt.G/1997/PA. XK,
tertanggal 4 Desember 1997, dan

putusan Pengadilan Tinggi Agama

22 ASAS, Vol. 9, No.2, Juli 2017

Y ogyakarta No.
07/Pdt.G/1998/Pta.YK, tertangga 24
Juni 1997 tentang gugatan pembagian
harta waris, dan bagi mereka yang
muslim  tidak

mendapatkan  bagian waris  dari

beragama  non

pewaris. Putusan PA Y ogyakarta itu
setelah diproses di tingkat banding
dikuatkan (dikukuhkan) oleh PTA
Yogyakarta bahwa ahli waris non
muslim tidak dapat mewaris harta
waris dari pewariss. Di tingkat kasasi,
Mahkamah Agung (MA) tidak
sependapat dengan putusan PA dan
PTA yang mngesampingkan ahli waris
non muslim dalam perkara gugatan
pembagian hartawaris dimaksud. MA
dalam putusannya No. 368
K/AG/1995, tertangga 16 Juli 1996,
dan No. 51 K/AG/1999, tertanggal 29
September 1999 telah menetapkan
dengan memberikan bagian harta
waris dari pewaris muslim kepada ahli
waris non muslim dengan dasar wasiat
wajibah(Abdul Manan, 2007: 318).
Keputusan MA menurut penulis
kelihatannya dalam proses istinbat
hukumnya didasarkan pada
pertimbangan: Pertama, pendapat Ibn
Hazm az-Zahiri yang mewajibkan atas
setigp orang muslim agar berwasiat

bagi kerabatnya yang tidak mewaris



disebabkan  adanya
adanya kekufuran (beda agama),

perbudakan,

karena terhijab, atau terhijab karena
bukan ahli waris, maka hendaknya ia
berwasiat (wasiat wajibah) untuk
mereka serelanya (Ibn Hazm, Juz 8,
1988: 353). Kedua, pemberian wasiat
wajibah secara magasid asy-syari’ah
tidak lain tujuannya adalah agar
ketentraman dan kerukunan sesama
ahli waris terjaga dan terpeihara
sekaligus

mendapatkan manfaat yang besar dari

dengan baik, dan

harta waris yang diterimanya sehingga
ter-tip-ex dengan sendirinya kesan
adanya diskriminasi dalam intern ahli
waris yang berbeda agama tersebut.
Ketiga, lebih jauh MA kelihatannya
mempertimbangkan bahwa negara
Indonesia yang
pluralistik dengan latar belakang

penduduknya

multikulturalistik sgjatinya kerukunan
antar umat pemeluk agama harus
dibina dan dilestarikan dengan baik
demi kemaslahatan seluruh warga
negara Indonesia. Semua
pertimbangan MA tersebut yang pada
akhirnya diputuskan dengan memberikan
bagian harta waris dari pewaris kepada
ahli waris non muslim melalui wasiat
wajibah adalah muaranya berdasarkan

maslahat al-mulgah. Dengan demikian
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dapat  ditegaskan  bahwa  teori

supremass maslahat at-Tufi dapat

memberikan kontribusi yang cukup
signifikan dalam pembaruan dan
pengembangan pemikiran hukum Islam.

C. Kesimpulan

1. Madlahat adalah sebagai dalil syara’
yang kehujahannya lebih kuat dari
19 ddil-ddil yang kua lainnya
Madahat merupakan inti dari tujuan
utama syari’at (magasid asy-
syari’ah), karena itu madahat
menjadi  poros hukum. Dalam
konteks istinbat hukum, maslahat
dijadikan sebagai paradigma berpikir
ustli  yang independen  dengan
menekankan pada kekuatan ra’y
tanpa perlu merujuk pada nas dan
ijmak. Bahkan keduanya dapat
dianulir sgpanjang ddam
implementasinya kontradiksi dengan
masl ahat.

2. Konsep supremasi maslahat tagdim
al-maslahat ‘ala an-nas wa al-ijma’
menjadi gang debatable, kritik
tgjam, dan kecaman yang luar biasa
terhadap at-Tafi dari Jumhar al-
fugaha’wa al-usliyyun al-mutagaddinin.
At-Tufi sebagai seorang mujtahid
dan mujaddid di zamannya tampil
dengan pemikiran-pemikiran

hukumnya yang kontroversial,
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menghantam semua kebiasaan,
mengguncang kemapanan, dan
membongkar kemaslahatan  dari

cengkramannas.

. Relevans dan implementasi konsep

maslahat pada problematika kasus
hukum Islam kontemporer yang
adalah
signifikan, karena semua itu dapat
dijawab dan diambil ketetapan

hukumnya. Konsepini berarti dapat

mengemuka cukup

memberikan kontribus yang cukup
besar dalam upaya pengembangan
dan pembaruan pemikiran hukum
Isam. Karena di kalangan para
mujtahid dan mujaddid konsep
tersebut terus dikembangkan dan
dijadikan dalam
menydesakan problematika

kontemporer yang terus mengemuka

rujukan

di era kehidupan modern saat ini.
Sgaan dengan pengembangan
pemikiran hukum Islam yang terus
digalakkan, maka peranan terori
maslahat pada umumnya dan
supremas maslahat at-Tufi pada
adalah

menentukan pada dinamisitas dan

khususnya sangat

fleksibilitas hukum Islam itu sendiri

yang senantiasa up to date.

ASAS, Vol. 9, No.2, Juli 2017

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Jalaluddin, al-Masalih
al-Mursalah wa Makanatuha fi
at-Tasyri’, Cet. Ke 1, T.Tp.:
As-Sa’adah, 1403 H/1983 M.

Abl Zahrah, Muhammad, Usdl al-
Figh, Mesir: Dar a-Fikr a-
‘Arabi, 1958.

Al-Banna, Jamal, Nahwa Figh Jadid,
Juz ke 3, Mesir: Dar a-Fikr al-
Islami, 1999.

Al-Bati, Muhammad Sa’id Ramadan,
Dawabit al-Maslahat fi asy-
Syari’ah al-lslamiyyah, Bairut:
Mu’assasah ar-Risalah, 1977.

Al-Gazali, Abi Hamid, Al-Mustasfa
min  ‘llm al-Usdl, Bairut:
Syirkah at-Tiba’ah al-
Fanniyyah al-Muttahidah,
1971.

As-San’ani, Muhammad bin lsma’il
a-Kahlani, Subul as-Salam,
Juz ke 3, T.Tp.: Tabagah ‘ala
Nafagah Dahlan, t.t.

Asy-Syaukani, Muhammad bin “Ali
bin Muhammad, Irsyad al-
Fuhdl ila Tahqiq al-Hagq min
‘llm al-Usdl, Mesir: Idarah at-
Tiba’ah al-Miniriyyah, t.t.

At-Turki, Abdullah bin ‘Abd al-
Muhsin, Ustl Mazhab al-lmam
Ahmad bin Hanbal, Cet. Ke 1,
Mesir: Jami’ah ‘Ain Syams,
1394 H/1974 M.

At-Tufi, Ngmuddin, Al-Intisarat al-
Isamiyyah  fi ~ ‘llm  al-
Mugaranah al-Adyan,
Pentahgiq Ahmad Hujazi al-



Saqi, Mesir: Matba’ah Dar al-
Bayan, t.t.

, “Risalah at-Tafi fi Ri’ayat

a-Maslahah” dalam Abdul
Wahhab Khalaf, Masadir at-
Tasyri’ al-ldami Fima la
Nassa Fih, Kuwait: Dar al-
Qalam li at-Tiba’ah wa an-
Nasyr wa at-Tauzi’, 1392
H/1972 M.

,  Syarh  Mukhtasar ar-
Raudah, diedit oleh Abdullah
bin *‘Abd al-Muhsin at-Turki,
a-Mamlakah  a-‘Arabiyyah
as-Su’udiyyah: Wazarah asy-
Syu’dn a-ldamiyyah wa a-
Augaf wa ad-Da’wah wa al-
Irsyad, Juz ke 3, 1419 H/1998
M.

Al-Qaradawi, Yasuf, ljtihad dalam
Syari’at  Islam  Beberapa
Pandangan Analisis Tentang
ljtihad Kontemporer, Alih
Bahasa  Ahmad Syatari,
Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Hosen, Ibrahim, “Beberapa Catatan
Tentang Reaktualisas Hukum
Islam” dalam Kontekstualisasi
Ajaran Islam 70 Tahun Prof.
Dr. H. Munawir Syadzali, Cet.
Ke 1, Jakarta Kerjasama
Ikatan  Persaudaraan  Hagji
Indonesia dengan  yayasan
Weakaf Paramading, 1995.

Ibn Hazam, al-Muhalla bi al-Asar, Juz
ke 8, Bairut: Dar al-Kutub al-
‘IImiyyah, 1408 H/1988 M.

Khallaf, Abdul Wahhab, ‘llm Usul al-

Figh, Cet. Ke 8, Mesir: Dar al-
Kuwaitiyyah, 1388 H/1974 M.

ASAS, Vol. 9, No.2, Juli 2017

Musdlihuddin, Muhammad, Filsafat
Hukum Idam dan Pemikiran

Orientalis: Sudi
Perbandingan Ssem Hukum
Idam, PenerjemahYudan

Wawud Aganin, Yogyakata PT
TiaraWacana, 1997.

Syaukani, Imam, Rekongtruks
Epigimologi  Hukum  Islam
Indonesa dan Redevansnya
bag  Pembangunan Hukum
Nasional, Jakartaa PT Raga
Grafindo Persada, 2006.

Salabi, Muhammad Mustafa, Ta’lil al-
Ahkam, Bairut: Dar a-Nahdah
a-‘Arabiyyah, 1401 H/1981
M.

Zaid, Mustafa, a-Maslahah fi at-
Tasyri’ al-lsami wa Najm ad-
Din at-Tufi, T.Tp.: Dar al-Fikr
a-‘Arabi, t.t.

AUTOBIOGRAPHY

Maimun, lahir di Bojonegoro
Serang, Banten, 29 Maret 1960.
Pendidikan (S1) diselesaikan di
Jurusan Pidana Perdata |slam Fakultas
Syari’ah IAIN ‘SGD” Bandung pada
1985, dengan  skrips
Analisis Pendapat Para Ulama tentang
Kurator dalam Masdah Akad
Jualbeli. Gelar sarjana hukum (S1)

diperoleh dari Jurusan Hukum

berjudul

Keperdataan  Universitas  Saburai
Bandar Lampung tahun 1995 dengan

25



skrips berjudul Lembaga Bantuan
Hukum dan Prospeknya di Provins
Lampung dalam Kaitan Diberlakukan
UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama. Sedangkan gelar
magister (S2) diperoleh dari Program
Pascasarjana IAIN ar-Raniry Banda
Aceh pada 1993, Konsentrasi Fikih
dengan Tesis berjudul Maslahat
sebagai Dasar Hukum: Studi Kasus
Fatwa MUI Banda Aceh Tahun 1974-
1989. Kini sedang mengikuti program
S3 di Pascasarjana UIN Raden Intan
Lampung. Menjadi dosen di Fakultas
Syari’ah dan Hukum sgak tahun
1988-sekarang, NIP.
196003291987031003, Gol./Pangkat
IV/c/Pembina Utama Muda, dan
jabatan fungsional Lektor Kepala.

26 ASAS, Vol. 9, No.2, Juli 2017



